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SALINAN

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
lrmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 39O0).
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2O0O tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 78, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor Ll4, Tambahan
kmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor l1
Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (kmbaran
Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2O16 Nomor 011,
Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Morowali
Nomor 0215);

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 3d TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Morowali, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan
Daerah.
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETAR1AT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten

Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
otonom.

3. Bupati adalah Bupati Morowali;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Ralryat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Morowali;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Morowali.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah
Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Morowali.

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah
Sekretaris Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Morowali.

9. Inspektorat ada-lah Inspektorat Kabupaten Morowali.
1O. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten.

11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

12. Asisten adalah Unit Perangkat Daerah pada Sekretariat
Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung
jawab kepada Bupati.

Menetapkan
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(3) Sekretariat DPRD merupakan unsur staf.
(41 Sekretariat DPRD sebagaimana dimalsud pada ayat (3)

dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

(5) Inspektorat Daerah merupakan unsur staf.
(6) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISAST

Bagran Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 3
(1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah

Tipe A.

{21 Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah.
b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan

Kesejahteraan Ralryat, membawahi:
1. Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi

Daerah.
a) Sub Bagran Tata Pemerintahan
b) Sub Bagran Otonomi Daerah.
c) Sub Bagian kerja Sama Antar I.embaga

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat
dan Kemasyarakatan.
a) Sub Bagian Fasilitas Pengembangan

Pendidikan dan Kesehatan.
b) Sub Bagian Fasilitas Pengembangan

Kesej ahteraan Sosial.
c) Sub Bagian Fasilitas Pengembangan

Kehidupan Keagamaan.
3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.

a) Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya
Alam.

b) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya
Mineral.

c) Sub Bagran Kehutanan, Perkebunan,
Perikanan dan Kelautan.

c. Asisten Administrasi Pembangunan dan
Perekonomian.
1. Bagian Administrasi Perekonomian.

a) Sub Bagian Pembinaan Perekonomian
Rakyat.

b) Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah
dan Investasi.

c) Sub Bagian Pembinaan Prasarana
Perekonomian RakYat.

2. BagSan Admini strasi Pembangunan.



a) Sub Bagtan Administrasi Pembangunan.
b) Sub Bagran Bina Program dan Pelaporan.
c) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara

Elekronik (LPSE).
3. Bagian Layanan Pengadaan.

a) Kepala Tata Usaha.
b) Kelompok Kerja.

d. Asisten Administrasi Umum
1. Bagian Organisasi dan Tatalalsana

a) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
b) Sub Bagran Kelembagaan, Analisis Formasi

dan Jabatan.
c) Sub Bagian Akuntabilitas dan Pelayanan

Publik.
2. Bagian Hukum

a) Sub Bagran Perundang-Undangan.
b) Sub Bagran Penyuluhan Bantuan Hukum

dan Hak Asasi Manusia.
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Umum dan Protokoler.
a) Sub Bagian Rumah Tangga.
b) Sub Bagian Tata Usaha.
c) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli.
d) Sub Bagian Protokoler.

(3) Staf Ahli Bupati meliputi:
a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan

Pemerintahan.
b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi

dan Keuangan.
c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan

Sumber Daya Manusia.
(41 Bagan strukhrr organisasi Sekretariat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4
(1) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat Daerah

Tipe C.
(2) Susunan Sekretariat DPRD, terdiri dari:

^. Sekretaris DPRD.
b. Bagran Umum dan Kepegawaian.

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Protokol dan Perlengkapan.

c. Bagran Perundang-Undangan dan Rapat-Rapat.
1. Sub Bagian Rapat dan Risalah.
2. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum dan

Perundang-Undangan.



d. BidangPerencanaan dan Keuangan
1. Sub Bagian Anggaran dan Perencanaan

Program.
2. Sub Bagran Verifikasi dan Pembukuan

(3) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
l^ampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 5
(1) Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah

Tipe A.
(21 Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:

a. Inspektur.
b. Sekretarismembawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan.
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Sub Bagran Administrasi dan Umum.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I
Sub Bidang 1 / seksi 1 (Auditor 1).

d. Inspektur Pembantu Wilayah II
Sub Bidang 2 / seksi 2 (Auditor 2).

e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
Sub Bidang 3 / seksi 3 (Auditor 3).

f. Inspektur PembantuWilayah tV.
Sub Bidang 4 / seksi 4 (Auditor 4).

g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
(3) Bagan strukur organisasi Sekretariat DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
l,ampiran III yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 6
(l) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural

eselon II.a. atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(21 Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris

Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan
struktural eselon II.b.

(3) Sekretaris Inspelrtorat, Inspeltur Pembantu dan
Kepala Bagran merupakan jabatan eselon III.a.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural
eselon [V.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Fejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
dan lnspektorat Daerah yang dilantik berdasarkan Feraturan
Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan
Januari Tahun 2017.

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 8

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bungku
2l Desember 2O16

BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

ttd

Diundangkan di Bungku
Pada tanggal 2'1 Pe,a1'''lur ?olb

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

MOH. JAFAR HAMID

Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor ob&

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
D g-undangan

l4
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TAMPIRAN II

PERATURAN BTjPATI MOROWALI

NOMOR TAHUN 2015
) )

STRUKTUR ORGANISASI SE(RETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BUPATI

5{'' lhl lrpatl !U.n, ,.mb.nI.an,llonoml
lhnLu.n!.n tt.f Al l lop.rl .ld.r. lm.n.nl.t.n d.n s{mb.. O.y. M.ns!.Staf Ahll 8up.tl 8ld.ns Hukum, polltlk drn P.,n rlnt h.n

SEI(RETARIS DAERAH

Ad.l.6 Mmlnlnr.rl P.ml.nton.n fin
t.nlononl.n Aalrtan Admlnlrtrall Unum

A!l3t.n Admlnl r..l Pom.rlntrhan den

gAGIAN ADMII{I'TiASI BAGIAN ADMINI5TRAsI
lactat{ aoMt,{tlTia9

IG5I,'AXTETAA'{ RAIYAI DAT

ttMTSYATA(ITAX

EAGIA'I ADMINISTRAsI SUMBEN DAYA

PSoioxolEfi
BAGA|{ OR6AnrSA5t DAI{

oroltotlr oatialt

Xapala Tata Ui.h. Ssb Eral.n Rum.h laryg. Sub &tl.n l(.t.trl.lt n..n sllb 5.thn Perud.nE-
UndanSan

Sub 8.8i.n Mmlnl r.rl
Pambanaunan

sub, E d.nr.r t 3

P.n!.mbna.n P.ndldlkan
drn (...hrbn

Sub Ld.n P.qsndallan Sumbar

O.y. Al.m
Sub 3.glrn P.mbln.an
P.r.konoml.n n.kyat

Sub.8Tl.n Trt.

Sub Brlhn ,lm Proar.m
drn Pahponn

Sub. Brahn Fllllt!!
t.n|!mb.naan

(.aalahtararn Soslal

Sub B.abn Enarll dan Su,nt.r
Daya Mlncral

sub Bul.n P.mbln..n
Piru,ahaan D&rah dan

lnwst.3l
XGlompok t!r',. Sub 8.81.n X.l.mb.ttar,

An.lklt tormarl d.n J.b.t!n
Sub. 8.tl.n otonoml

o!crah

Sub a.d.n P.nyuluh.n
B.ntuan Hukum dsn Hsk As,'l

Menurla

Sub. B.8l.n F.3lllt.s
P.n8rmbrnt.n (lhldupan

Xaa8amarn

Sub Bral.n
la'.hutanan,Pa*abunan

,Padkanan dln xalautan

sub B.Il.n P.mblnian
Pr.rrr.nr P.Ekonomlrn

R.kydt

Sub a.3b, Iry.n.n
PsnSadaan Saaal!
Ellktronlk ( t SE)

Sub Brd.n Prolokoler
Sub B.8l.n Akunt.blllt.s d.n

Pchy.nrn Publlk
sub. a.tlan x!rl. l.n

Antar l6mb!.
Sub B.8hn Ookumort sl

Hukum

suh Btahtr T.tl tE ht ltrlIGLOMPOX IABATAIi
FUNGgONAL

SUPATI MOSOWAU
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR TAHUN 2016

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

J

BUPATI MOROWAII,

ANWAR HAFID

rcrcMPOX JABATAI FUI{GSIONAI.

AUDITOR

INSPEKTUR

SEKRETARIS

Sub Brtlrn x.pegawhu dan trmumSub g.thn Percn.anaan sub Baglan Evslu$ldan Pelaporan

lnspektur Pembantu Wllayah I lnspektur Pembantu Wllayah ll lnspektur Pembantu Wllayah lVlnspektur Pembantu Wllayah lll
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